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ABSTRAK

NUR ARIF, 2018 “Partisipasi Anggaran Dan Kejelasaan Anggaran
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar™. Skripsi,
Jurusan  Akuntanss Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammmadiyah Makassar. ( Pembimbing 1. H. Andi Rustam, Pembimbing 2.
Ismail Rasulong )

Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji partisipas anggaran, kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah kota makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi dinas, kantor dan
badan. Pada SKPD Pemerintah Makassar terdapat 51 SKPD. Sedangkan sampel
penelitian ini adalah kepala SKPD, sekretaris SKPD, dan kepaa bagian pada
setigp badan, dinas dan kantor di Pemerintah Makassar. Sehingga jumlah
responden dalam sampel ini sebanyak 35 SKPD. Penelitian ini merupakan
penelitian sensus, dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan
menggunakan kuesioner yang berisikan 27 pernyataan. Sedangkan alat analisis
yang digunakan adalah regresi berganda dengan program SPSS.

Berdasarkan Hasil penelitian, maka dapat dikemukakan bahwa partisipasi
anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
sedangkan ke elasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
pemerintah kota makassar.

Kata Kunci: Partisipasi Anggaran, Kegelasan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

vii
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Pergeseran sistem pengelolaan pemerintahan Republik Indonesia dari
arah sentralisasi ke arah sistem pemerintahan desentralisasi dalam wujud
otonomi daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang (UU) No.22 tahun
1999 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi  akuntabilitas
dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian
akuntansi, dan sistem pelaporan. Penganggaran dalam organisasi sektor publik
merupakan suatu proses politik. Dalam hal ini, anggaran merupakan instrumen
akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program
yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2010).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pel aksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaaan
keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/ penyusunan anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran
Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
untuk tercapainya tujuan bernegara. Dalam penyusunan APBD, pemerintah

daerah telah menerapkan partisipasi setigp satuan kerja pemerintah daerah



dalam penyusunan anggaran. Masing-masing satuan kerja pemerintah daerah
memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA satuan kerja
pemerintah daerah. Daam RKA satuan kerja pemerintah daerah, masing-
masing satuan kerja pemerintah daerah telah memuat indikator kinerja yang
akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Daam RKA telah memuat input, output, dan outcome dari masing- masing
program dan kegiatan, jadi daam RKA telah memuat sasaran anggaran.
Penggunaan anggaran merupakan konsep yang sering dipergunakan untuk
melihat kinerja organisasi publik. Anggaran yang disusun harus sesuai dengan
pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instans
pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun
anggaran 2005. Namun demikian, hingga saat ini masih sulit untuk melihat
tolak ukur memadal yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur Kkinerja
pemerintah daerah secara komprehensif. Padaha tolak ukur ini sangat
diperlukan untuk menjadi pedoman, baik bagi pemerintah sendiri maupun
pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anggaran publik
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi
informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Organisasi pemerintah
daerah merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik.
Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada

penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga



pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif. Dahulu penganggaran dilakukan
dengan sistem top-down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan
oleh atasan / pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan / pelaksana
anggaran hanya melakukan apa yang telah disusun. Penerapan system ini
mengakibatkan kinerja bawahan / pelaksana anggaran menjadi tidak efektif
karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang
diberikan tidak mencukupi (overloaded). Dalam proyeksi, atasan / pemegang
kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh
bawahan / pelaksana anggaran sehingga memberikan target yang sangat
menuntut dibandingkan dengan kemampuan bawahan / pelaksana anggaran.
Bertolak dari kondisi ini, sektor publik mulai menerapkan sistem penganggaran
yang dapat menanggulangi masalah diatas, yakni anggaran partisipasi
(participatory budgeting). Melaui sistem ini, bawahan / pelaksana anggaran
dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya
sehingga tercapal kesepakatan antara atasan / pemegang kuasa anggaran dan
bawahan / pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut.

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu
organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal
yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran
merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi,
dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instans
pemerintah. Anggaran adalah aat perencanaan dan pengendalian yang sangat

penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting



dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Agar anggaran itu tepat
sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara
bawahan dan atasan, pegawa dan managjer dalam penyusunan anggaran yang
dinamakan dengan partisipas anggaran. Pengelolaan anggaran pemerintah
daerah merupakan wujud dari pemerintah yang berakuntabilitas. Untuk
mencapal akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan cara penggunaan
sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata
(Mardiasmo,2010).

Partisipasi anggaran melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya,
sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan
termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
dalam anggaran. Suatu anggaran harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan,
sehingga diperlukan partisipasi anggaran yaitu kerjasama yang baik dalam
suatu tim yang terdiri dari bawahan dan atasan atau pegawa dan manager.
Partisipasi anggaran yang melibatkan bawahan bertujuan agar bawahan
termotivasi untuk mencapai  kinerja yang sesua dengan kriteria yang
ditetapkan dalam anggaran yang telah disusun bersama. Partisipasi dalam
proses penyusunan anggaran ini juga merupakan suatu pendekatan manajerial
yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja. Prihandini (2011).
Anggaran digunakan sebagai pedoman kerja sehingga proses penyusunannya
memerlukan organisasi anggaran yang baik, pendekatan yang tepat, serta
model-model perhitungan besaran (simulasi). Partisipasi penganggaran adalah

proses yang menggambarkan individu-Individu yang terlibat dalam



penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruhterhadap target anggaran.
Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatanyang secara umum
dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapatmeningkatkan efektivitas
organisas (Nor, 2007).

Berdasarkan pendlitian tentang Partisipas Anggaran dan Keelasan
Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Bangun (2009)
daam tulisasnnya mengatakan perencanaan anggaran harus bisa
menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kgelasan sasaran anggaran
merupakan salah satu bagian penting dari karakteristik tujuan anggaran.
Kegelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai Kinerja
yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat
Kinerja dapat tercapai. Putra (2013) dalam tulisannya mengatakan dengan
adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas
organisas dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya. Mahsun et a. (2011) dalam bukunya
mengatakan bahwa tiga prinsip utama yang mendasari penerapan good
governance adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tuntutan
akuntabilitas sebagai bagian dari terciptanya good governance terhadap
penyelenggaraan pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem
pemerintahan yang berbasis otonomi daerah di Indonesia. Sopanah dan
Wahyudi (2010) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan



penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
sebagal pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui pertanggungjawaban publik,
masyarakat dapat menilai dergjat pencapaian dan kinerja dari pelaksanaan
program dan kegiatan pemerintah.(Mbon, 2014).

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seseorang yang diberikan
kepercayaan dalam mengelola sumber daya publik dan mampu
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan
instrumen kegiatan kontrol yang terkait dalam hal pencapaian hasil pada
pelayanan publik dan menyampaikannya dengan transparan kepada masyarakat
(Cahyani & Utama, 2015). Penerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan
mel aporkannya secara transparan kepada publik sudah seharusnya diterapkan
oleh Instanss Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban
seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah
diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media
berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal
ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit
organisas dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah
dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya
berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja.
Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa
aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum

dan politik. setigp tingkatan pada hierarki organisasi diwgjibkan untuk



accountable kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya.
Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria
pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan
posisi tersebut.

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3
ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa
pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan
daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus
dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana
yang transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana sgja dana sekolah itu
dibelanjakan. Selama ini sekolah hanya memilki laporan-laporan dan surat-
surat pertanggungjawaban sebaga bentuk transparansi pengelolaan keuangan
sekolah. Sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban termasuk
laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus, defisit,
laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan tiap siswa, sehingga
pemerintah maupun stakeholders dapat mengetahui dengan |ebih mudah berapa
besar kebutuhan tigp murid dalam setigp bulan, semester atau tahunnya
(Bastian 2007 dalam Sutedjo 2009).

Berdasarkan uraian pokok persoaan latar belakang diatas, maka penulis

mencoba untuk meneliti dengan milihat partisipasi anggaran dan kejelasan



anggaran pada instans pemerintahaan dalam menilai akuntabilitas kinerja.
Sehingga dalam ha ini penulis mengambil judul studi ini: “Pengaruh
Partisipasi Anggaran dan Keelasaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas

KinerjaInstansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota M akassar)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka
rumusan masalah penulis dalam penelitian ini adalah sebagal berikut :
1. Apakah pengaruh partisipas anggaran berpengaruh terhadap akuntabiltas
kinerja?

2. Apakah ke elasan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?

C. Tujuan Penédlitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh temuan eksplanatif atau
penjelasan yang teruji tentang pengaruh:
1. Partisipasi penyusunan anggaran dan keelasan sasaran anggaran terhadap
akuntabilitas kinerja
2. Partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pegawai

3. Kgjelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pegawai



D. Manfaat Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, terbagi dalam dua kategori:
1. Bagi Pendliti
Sebagai bahan masukan bagi penulis menambah khasanah ilmu
pengetahuan dan mengembangkan wawasan dalam bidang akuntansi
mangjemen dan keuangan daerah khususnya tentang partisipasi anggaran,
kegelasan sasaran anggaran dan implikasikan terhadap kinerja aparat
perangkat daerah.
2. Bagi Pemerntahan K ota Makassar
Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/K ota makassar didalam
menyikapi fenomena yang berkembang sehubungan dengan partisipasi

anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan kinerja aparat perangkat daerah.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA
A. Anggaran
a. Pengertian Anggaran

Menurut Mardiasmo (2010) anggaran merupakan pernyataan mengenai
estimasi kinerja yang hendak diacapa selama priode waktu tertentu yang
dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses
atau metoda untuk mempersigpkan suatu anggaran. Sedengkan menurut M.
Nafarin (2012) mengemukakan anggaran adalah rencana tertulis mengenai
kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka
waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

Pengertian anggaran menurut National Committee on Governmental
Accounting (NCGA) yang dikutip oleh Tendi Haruman (2010) mengemukakan
bahwa: “Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi
pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk
membiayainya dalam periode waktu tertentu”

Penganggaran dalam organisas sektor publik merupakan tahapan yang
cukup rumit dan mengundang nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi
sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut
berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa
politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia
perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik

anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik,
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didiskusikan, dan di berikan masukan. Anggaran sektor publik merupakan
instrumen akuntabilitas atas pengel olaan dan publik dan pelaksanaan program-
program yang dibiayai dengan uang publik.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah
alokas dana untuka tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.
Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan
strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan
artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perumusan strategi yang telah
dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang
tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan
perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for
action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek-aspek yang
harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :

1. Aspek perencanaan
2. Aspek pengendalian
3. Aspek akuntabilitas publik

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencenaan,
pel aksanaan, dan pelapora. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi
oleh lembaga pengawas khusus (oversight body) yang bertugas mengontrol
proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Dalam bentuk yang paling
sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang mengambarkan
kondis keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai

pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran beris estimasi mengenai apa
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yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran
memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa
periode yang akan datang.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan
suatu rencanafinansial yang menyatakan:
a. Berapabiaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran / belanja)
b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang mendanai rencana

tersebut (pendapatan).

b. Jenis-Jenis Anggaran
Menurut Mardiasmo (2010) anggaran sektor publik dibagi menjadi Dua:
1. Anggaran Operasional (operation/  rucurrent budget)

Anggaran operasiona digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari
hari dalam anggaran operasional adala “Belanja Rutin”. Belanja rutin
(recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk
satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi
pemerintah. Disebut “rutin” karna sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang
pada setigp tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori
anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja
Operasi dan pemélihara.

2. Anggaran Moda (capital / investment budget)
Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan
atas aktiva tetap seprti gedung, kendaraan, perabot, dan sebagainya

Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan
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pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya
cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau
kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk

biaya operasiona dan pemeliharan.

c. Fungsi Anggaran Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2010) anggaran sektor publik mempunyai
beberapa fungsi utama, yaitu:
1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Plainning Tool)

Anggaran merupakan alat perencanaan mangemen untuk mencapai
tujuan organisasi. Anggaran sebegai alat perencanaan digunakan untuk :

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan vis dan
misi yang ditetapkan.

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah
disusun.

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)

Sebagal alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan
dapat di pertangungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah
tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Anggaran

sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya over-
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spending, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam

pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

Anggaran merupakan aat untuk memonitor kondisi keuangan dan

pel aksanaan operasional program atau kegiatan pemerintahan. Pengendalian

anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

a. membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan

b. menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances)

c. menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak
dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians

d. merivis standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)

Anggaran sebagal alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui
anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijaksanan fiskal
pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediks dan estimasi
ekonomi.

. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan
kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik,
anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif
dan kesepakatan legidatif atas penggunaan dan publik untuk kepentingan
tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih

merupakan alat politik (Polotical Tool). Oleh karnaitu, pembuatan anggaran
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publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian
bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip mangjemen keuangan publik
oleh para mangjer publik. Mangjer publik harus sadar sepenuhnya bahwa
kegagdan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat
menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas
pemerintah.

. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikas (Coordination and
Communication Tool).

Setigp unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan
anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam
pemerintahan. Anggar an publik yang disusun dengan baik akan mampu
mendeteks terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian
tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai
aat komunikas antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran
harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Perfomance Measurentment
Tool.

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif)
kepada pemberi wewenang (legidatif). Kinerja eksekutif akan dinila
berdasarkan pencapaian terget anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
Kinerja manger publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai
dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan

yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
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7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool).

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi mangjer dan
stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisen dalam mencapai
target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi
pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau
demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya
jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan
terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (Public
Sphere).

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan
DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi
kemasyarakatan herusterlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok
masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran
pemerintahan untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat
yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses
politik yang ada. Penganggaran, tuna wisma dan kelompok lain yang
terorganisas akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan
pemerintah. Jika tidak alat untuk menyampaikan suara mereka, maka merka
akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa,
mel akukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.

Sedangkan fungsi anggaran menurut Dedi Ismatullah (2010) adalah

sebagal berikut:
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a. Fungs Perencanaan
Fungsi perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan
fakta-fakta dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan
datang dalam hal merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan dan
dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Fungsi Pengawasan
Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam
perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar
rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian
pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan
apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara
prestas dengan yang dianggarkan. Tujuan pengawasan itu bukanlah
mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesal ahan.

c. Fungsi Koordinasi
Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari
setigp individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya
koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan
kesel arasan rencana antara satu bagian dengan bagian yang lain.

Anggaran yang berfungs sebagai perencanaan harus dapat
menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam
perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang

lainnya:
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a. Anggaran sebagai pedoman kerja

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan
dinyatakan dalam unit moneter. Penyusunan anggaran berdasarkan
pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang,
maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam
perusahaan untuk menjalankan kegiatanya. Tujuan yang paling utama
dari anggaran adalahuntuk pengawasan luar, yaitu untuk membatas
sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan
untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-
aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Adapun unsur-
unsur yang terdapat dalam suatu anggaran, yaitu: Rencana, yaitu suatu
penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan dilakukan diwaktu
yang akan datang.

1) Mdliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup kegiatan yang
dilakukan mangemen dalam menjalankan fungs perencanaan dan
pengendalian.

2) Dinyatakan dalam unit moneter atau satuan ukur lainnya, yaitu suatu
unit yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan dimasa
yang akan datang.

3) Jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu menunjukan bahwa

berlakunya suatu anggaran adalah untuk masa yang akan datang
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d. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2010) Prinsip-prinsip anggaran sektor publik

meliputi:

1

Otorisasi oleh legidlatif

Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legidatif terlebih dahulu
sebelum eksekutif dapat membel anjakan anggaran tersebut.

Komprehensif

Anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya
menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprenhensif.

Keutuhan Anggaran.

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana
umum (general fund).

Nondiscretionary Approriation

Jumlah yang disetujui oleh dewan legidatif harus termanfaatkan secara
ekonomis, efisien, dan efektif.

Priodik

Anggaran merupakan suatu proses yang priodik, dapat bersifat tahunan
maupun multitahunan.

Akurat

Estimas anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang
tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong
pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya

underestimate pendapatan dan over estimate pengel uaran.
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7. Jelas
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak
membingungkan.

8. Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat |uas.

Menurut Dedi Nordiawan (2012) anggaran mempunyai banyak
manfaat, antaralain:

a. Anggaran merupakan alat komunikas internal yang menghubungkan
departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam
organisas maupun dengan manga emen puncak.

b. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya
dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Anggaran sebagai aat pengendalian yang mengarah mangemen untuk
menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat
mengarahkan managemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus
diambil.

d. Anggaran mempengaruhi dan memotivas manger dan karyawan untuk
bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian
tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

e. Anggaran sebagai alat pengawasan yang baik, jika perusahaan sedang
menyelesailkan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat
membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah

ditetapkan dalam perusahaan.
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e. Manfaat Anggaran
Menurut M.Nafarin (2012) manfaat anggaran antaralain:
1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
3. Dapat memotivasi karyawan.
4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang periu.
6. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan
seefisien mungkin.

7. Alat pendidikan bagi para manajer.

B. Partisipasi Anggaran

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses
pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, dimana
keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap organisasi.
Oleh karenaitu, partisipasi anggaran yang baik adalah yang melibatkan atasan
dan bawahan di dalam organisasi agar tidak terjadi partisipasi umum.

Partisipasi anggaran merupakan salah satu pendekatan buttom-up dalam
proses penyusunan anggaran, dimana aliran data anggaran dalam suatu sistem
partisipatif berawa dari tingkat tanggungjawab yang lebih rendah kepada
tingkat tanggungjawab yang lebih tinggi. Setigp orang yang mempunyal
tanggungjawab atas pengendalian biaya / pendapatan harus menyusun estimasi
anggarannya dan menyerahkannya kepada tingkat mangjemen yang paling

tinggi. Estimasi tersebut.
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kemudian ditinjau ulang dan dikonsolidasikan dalam gerakannya ke

arah tingkat manajemen yang lebih tinggi (Garrison 2013:384).

1. Pengertian Partisipas Anggaran

Bangun (2009) dalam Edwin (2014) mengemukakan partisipasi sebagai
suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih
yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima
keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat
pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya
untuk mencapal target anggaran tersebut. Sedangkan menurut Bastian
(2009) partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang
melibatkan para mangjer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi
tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Wartono dalam Oka Lestariani
Widiya (2007) mendefinisikan partipasi anggaran adalah sebagai suatu
proses dalam organisasi yang melibatkan para manger dalam penentuan
tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Hansen / Mowen (2013) medefinisikan partisipasi anggaran
sebagai berikut: “Partisipasi anggaran adalah pendekatan penganggaran
yang memungkinkan para mangjer yang akan bertanggungjawab atas kienrja
anggaran, untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipas
anggaran mengkomunikasian rasa tanggung jawab kepada para manajer
tingkat bawah dan mendorong kreativitas”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi

anggaran sebagai keikutsertaan mangjer-manajer bertanggungjawab dalam
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hal yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, dimana informasi yang
dibutuhkan para mangjer dapat diberikan oleh para bawahan secara aktual
sehingga mangjer dapat mengambil keputusan yang baik dalam suatu
anggaran tanpa mementingkan kepentingan manajer sgja tapi juga bawahan

dan mencakup perusahaan secara keseluruhan.

. Tujuan dan Manfaat Partisipasi Anggaran
Tujuan anggaran menurut Kennis (1979) dalam Damanaik (2011)

mengemukakan lima karakteristik tujuan anggaran yaitu:

a. Partisipasi Penyusunan Anggaran
Partisipas mangjer dalam proses penganggaran mengarah kepada
seberapa besar tingkat keterlibatan mangjer dalam menyusun anggaran
serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Dan besarnya
pengaruh dalam menentukan sasaran anggaran.

b. Kegelasan Sasaran Anggaran
Kegelasan anggaran mengambarkan luasnya sasaran anggaran yang
dinyatakan secara jelas dan spesifikdan di mengerti oleh pihak yang
bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Oleh sebab itu keelasan
sasaran anggaran dapat dilihat dari besar atau kecilnya pengaruh dalam
merumuskan sasaran anggaran.

c. Evaluasi Anggaran
Evaluas anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri
penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan

digunakan sebagal dasar untuk penilaian kinerja departemen. Hal ini
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akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan besarnya pengendalian
mangjer dalam penetapan anggaran.

d. Umpan Balik Anggaran
Menyatakan bahwa frekuens atasan dalam meminta pendapat bawahan
saat menentukan sasaran anggaran dapat memperoleh umpan balik
terhadap sasaran anggaran yang dicapai. Hal ini merupakan variabel
penting yang memberikan motivasi kepada mangjer.

e. Kesulitan Sasaran Anggaran
Mengemukakan bahwa kesulitan sasaran anggaran mempunyai rentang
sasaran dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai sangat ketat dan
tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, keputusan dalam menetapkan
sasaran anggaran dapat dilakukan saat keyakinan telah di dapat.

Inti dari partisipasi anggaran adalah diperlukan kerjasama antara
seluruh tingkatan organisasi. Mangjer puncak biasanya kurang mengetahui
bagian sehari-hari, sehingga harus mengandalkan informasi anggaran yang
lebih rinci dari bawahannya. Dari sisi lain, manger puncak mempunyai
perspektif yang lebih luas atas perusahaab secara keseluruhan yang sangat vital

dalam pembuatan anggaran secara umum.

b. Keunggulan Partisipasi Anggaran
Gerrison (2013) menyatakan keunggulan anggaran partisipatif sebagai
berikut:
1. Setiap orang pada semua tingkat organisasi diakui sebagai anggota tim

yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak.
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2. Perkiraan anggaran disiapkan oleh mangjer level bawah yang lebih akurat
dan padat diandalkan dari perkiraan yang disiapkan oleh manajer level
atas yang memiliki pengetahuan kurang detail mengena pasar dan
operasi sehari-hari.

3. Motivasi pada umumnya lebih tinggi ketika individu berpartisipasi dalam
menetapkan tujuan mereka sendiri dari pada ketika tujuan yang dipakai
dipaksakan dari atasan.

Partisipasi anggaran memiliki peran yang sangat penting untuk
menaikkan kinerja perusahaan serta dapat menghasilkan keputusan dengan
kualitas yang tinggi. Setigp anggota dalam sebuah organisasi diberikan
tanggungjawab terhadap keputusan yang dihasilkan bersama. Keputusan
yang dihasil bersama tersebut akan menimbulkan komitmen yang kuat
terhadap pencapaian tujuan tertentu perusahaan dan akhirnya mampu

menaikkan kinerja.

Kelemahan Partisipas Anggaran
Menurut Hansen / Mowen (2013) ada tiga potens masalah yang
menjadi kelemahan dalam partisipasi anggaran
1. Menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Tujuan yang dianggarkan cenderung menjadi tujuan managjer saat
partisipasi anggaran dimungkinkan, membuat kesalahan semacam ini
dalam menyiapkan anggaran dapat mengakibatkan penurunan tingkat
kerja. Partisipasi yang terlalu ketat dapat memastikan kegagalan dalam

pencapaian standar dan membuat manger frustasi. Triknya adalah
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mmembuat para mangjer dalam anggaran partisipatif menetapkan tujuan
yang tinggi, tetapi dapat dicapai.

. Membuat kelonggaran dalam anggaran (sering disebut sebegai menutup
anggaran). Kelonggaran anggaran (budgetary dlack) atau menutup
anggaran (padding the budget) muncul ketika seorang manger
memperkirakaan pendapatan rendah atau meninggikan biaya dengan
sengaja. Mangjemen puncak harus berhati-hati dalam meninjau anggaran
yang digjukan para mangjer tingkat bawah dan menyediakan imput untuk
menurunkan kelonggaran dalam anggaran.

. Partisipasi semu (Pseudoparticipation) Partisipass semu merupakan
partispasi palsu dari para manger tingkat bawah atas proses
penganggaran yang sudah ditetapkan jumlahnya oleh manajemen puncak.
Mangjemen puncak hanya mendapatkan persetujuan forma anggaran
dari para mangjer tingkat bawah bukan untuk mencari input sebenarnya,
akibatnya tidak satu pun manfaat keperilakuan dari partisipasi yang akan
didapat.

Masalah-masalah tersebut harus menjadi perhatian bagi manaemen

perusahaan agar kemungkinan untuk terjadi dapat diminimalisir. Penetapan

standar yang terlau tinggi atau terlalu rendah dapat di atasi dengan

mengajak paramangjer berpartisipasi dalam menentukan target anggaran

yang tinggi tetapi realistis untuk dicapai. Mangjer puncak harus memeriksa

kembali anggaran yang diusulkan bawahannya secara seksama serta

memberikan masukan bila dibutuhkan.
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2. Partisipas Penyusunan Anggaran

Partisipasi adalah suatu “proses pengambilan keputusan bersama oleh
dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki
dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya.” Arfan dan
Muhammad, (2008). Sedangkan Menurut Brownell (1982) dalam Eka Y uda
(2013) partisipass merupakan proses dimana individu-individu terlibat
langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target
anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai
atas dasar pencapaian target anggaran mereka.

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri dari penyusunan
anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparat pemerintah daerah
untuk mempertanggung jawabkan proses penyusunan anggaran. Partisipasi
banyak menguntungkan bagi suatu organisasi, hal ini diperoleh dari hampir
penelitian tentang partisipasi. Pada sektor publik, partisipasi anggaran
dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legidatif, dan masyarakat bekerja
sama dalam pembentukan anggaran. Sedangkan Munandar (2000)
menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara
sistematis yang meliputi seluruh kegiatan pemerintahan yang dinyatakan
dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode)
tertentu yang akan datang. Menurut Mardiasmo (2010), terdapat empat

siklus anggaran dalam sektor pemerintahan yang meliputi :
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1. Tahap persigpan anggaran, Pada tahapan ini dilakukan taksiran
pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia. Terkait
dengan adanya penafsiran tersebut maka perlu diperhatikan sebelum
menyetujui  taksiran pengeluaran, yaitu dengan cara melakukan
penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain adanya penaksiran
perlu disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran
pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan
keputusan tentang anggaran pengel uaran.

2. Tahap Ratifikasi
Tahap Ratifikasi adalah tahap pengesahan rencana anggaran yang
dilakukan Badan Eksekutif dengan Badan Legidatif agar menjadi
anggaran final. Tahap ratifikasi ini melibatkan proses politik yang cukup
rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki
manageria skill, namun juga harus mempunyai political skill, dan
coalition building yang memadai. Dalam hal ini integritas dan kesiapan
mental (coalition building) sangat penting, karena dalam tahap ini
pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan
memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan
bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap implementasi / pel aksanaan anggaran
Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dan harus diperhatikan
oleh mangjer keuangan pemerintah. Dalam hal ini manger keuangan

publik mempunyai sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian
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mangemen. Manger keuangan publik bertanggung jawab untuk
menciptakan sistem akuntans yang memadai dan handal untuk
perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati
sebelumnya.
4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Tahap pelaporan dan evaluas terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika
pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan
sistem pengendalian managjemen yang baik, maka diharapkan pelaporan

dan evaluasi anggaran tidak akan menemukan banyak masal ah.

a. Manfaat Partisipasi Penyusunan Anggaran
Manfaat dari partisipas dalam penyusunan anggaran menurut Arfan

Ikhsan dan Muhammad Ishak (2005) adalah:

1. Partisipan menjadi terlibat secara emos dan bukan hanya secara tugas
daam pekerjaan mereka. Partisipas dapat meningkatkan moral dan
mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen.

2. Partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada
gilirannya cenderung meningkatkan kerja sama antar anggota kelompok
dalam penetapan tujuan. Tujuan organisas yang dibantu penetapannya
oleh orang-orang tersebut, kemudian akan dipandang sebagal tujuan yang
selaras dengan tujuan pribadi mereka.

3. Partisipasi berarti juga berkaitan dengan penurunan tekanan dan

kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran. Hal ini disebabkan orang
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yang berpartisipas dalam penetapan tujuan mengetahui bahwa tujuan
tersebut wajar dan dapat dicapai.

4. Partisipasi juga dapat menurunkan ketidakadilan yang dipandang ada
dalam aokasi sumber daya organisasi antara subunit organisasi, serta
reaksi negatif yang dihasilkan dari persepsi semacam itu.

5. Melalui proses negosiasi dan banyak diskusi anggaran yang terjadi dalam
rapat, manger akan menyadari masalah dari rekan-rekannya di unit
organisasi lainnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik atas saling
ketergantungan antar-departemen. Dengan demikian, banyak masalah

potensial yang berkaitan dengan anggaran dapat dihindari.

C. Kgelasaan Anggaran

Kegelasan anggaran merupakan sgauh mana tujuan anggaran
diteteapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu
dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut.
Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian mangemen yang
berfungs sebagai alat perencanaan agar managjer dapat melaksanakan
kegiatan organisasi secara efektif dan efisien (Schief dan Lewin,1970;
Welsch, Hilton, dan Gordon, 1996 dalam Ikhsan dan Ane, 2007). Adanya
sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas
organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan

menyebabkan pel aksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak
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puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak

pasti (Suhartono dan Mochammad, 2007).

Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya
sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun
target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun
akan sesua dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini
berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran. Anggaran merupakan
pedoman rencana mangemen dimasa yang akan datang mempunyai
beberapa manfaat. (Yus faningrum, 2005) anggaran memberikan manfaat
antaralain sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, dan berarti anggaran
mewakili kesepakatan dari negosisasi diantara partisipas dominan dalam
suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan pada masa yang akan datang.

2. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokas sumber daya
yang dimiliki karena dapat bertidak sebagai blue print aktivitas
perusahaan.

3. Sebagai aat komunikasi antar divisi, dimana anggaran sangat membantu
melakukan komunikasi internal antar divisi dalam organisas maupun
dalam manajemen puncak.

Menurut Stteers dan Porter (1976) dalam Samuel (2008) bahwa dalam
menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu:

1. Sasaran harus spesifik bukannya samar-samar.

2. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai.
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Menurut Locke dan Lathan (1984) dalam Samue (2008), agar
pengukuran sasaran efektif ada tujuh indikator yang diperlukan:
1. Tujuan membuat secara terperinciumum tugas-tugas yang harus
dikerjakan
2. Kinerjamenyatakan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur
3. Standar, menetapkan standar / target yang dicapai.
4. Jangka waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk
pengerjaan.
5. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan
pentingnya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinas
K g elasan sasaran akan membantupegawal untuk mencapai kinerja yang
diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja
dapat tercapai. Keterlibatan individu akan memahami sasaran yang akan
dicapal oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan
menggunakan sumber yang ada, selanjutya target-target anggaran yang

disusun akan sesuai dengan yang akan dicapai.

D. AkuntabilitasKinerja
Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai
”pertanggung jawaban”. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami
sebagal kewgjiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
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aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Menurut Akbar (2011), akuntabilitas publik
merupakan hasil dari suatu entitas kedalam bentuk fungsinya, program dan
kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (public disclosure), dan
masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa
hambatan.

Menurut Wakhyudi (2007), sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah  merupakan suatu  tatanan, instrumen, dan  metode
pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penerapan perencanaan strategi.

2. Pengukuran kinerja.

3. Pelaporan kinerja.

4. Pemanfaatan informasi  kinerja bagi perbailkan Kkinerja secara
berkesinambungan.

Keputusan Kepala LAN No0.239/1X/6/8/2003 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan
bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapal sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
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Mardiasmo (2010) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat
dipandang dari berbagai perspektif, dari perspektif akuntansi, American
Accounting Association menyatakan akuntabilitas suatu entitas pemerintahan
dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap :

1. Sumber dayafinansial

2. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijaksanaan administratif

3. Efisiens dan ekonomisnya suatu kegiatan

4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian
tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif sistem akuntabilitas, Mardiasmo (2010)
menyebutkan beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitasini, yaitu :

1. Berfokus pada hasil.

2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk pengukuran
Kinerja.

3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas
suatu program atau kebijakan.

4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu.

5. Melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur.

Sedangkan Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat
sebagal suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari
tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal
compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran

subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:
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1. Probity and legality accountability
Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan
anggaran yang telah disetujui dan sesua dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (compliance).
2. Process accountability
Daam ha ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam
melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and
managing).
3. Performance accountability
Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien
(efficient and economy).
4. Program accountability
Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan tersebut (outcomes and effectiveness).
5. Policy accountability
Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan
diterapkan atau tidak (value).

Tuntutan keterbukaan dalam proses mana emen keuangan daerah di era
kebijakan otonomi, membutuhkan pola akuntabilitas publik melalui
pembangunan sistem akuntansi pemerintahan. memberikan peluang terhadap
peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi
pada peningkatan tolok ukur Kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang

maksimal, dan merupakan proses pertanggung jawaban (stewardship and
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accountability process), managjerial dan unsur pengendalian mangemen di

pemerintah daerah. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti

dalam manajemen sektor publik.
Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok
sistem akuntabilitasini yaitu :

1. Berfokus pada hasil (outcomes)

2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur
Kinerja

3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas
suatu program atau kebijakan

4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu 5. Melaporkan
hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur.

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi
sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di
tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan
rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sgjumlah aturan serta
mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib
memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada
masyarakat. Akuntabilitas publik juga melekat pada fungsi pengendalian dan
pengawasan, artinya informasi yang disgjikan terutama aspek pelaporan
keuangan kepada publik harus auditable atau dapat diaudit oleh baik aparat
internal dan eksternal pengawasan fungsiona Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) dan Inspektorat maupun auditor lainnya yang terkait. Sebaiknya
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akuntansi pemerintahan sebagai penyedia informasi tidak hanya menyediakan

informasi yang bersifat keuangan tetapi juga menyediakan informasi tentang

penggunaan sumberdaya oleh setigp entitas publik yang terkait untuk

mewujudkan landasan filosofi akuntans pemerintahan (non profit

organization) yang akuntabel dan transparan.

1. Expentancy Theory

Dalam expectancy theory, motivasi individu ditentukan oleh

expentancies dan valences. Expectancies adalah keyakinan tentang
kemungkinan bahwa perilaku tertentu (seperti misalnya bekerja lebih keras)
akan menimbulkan hasil tertentu (seperti misalnya kenaikan gaji). Valences
berarti nilai yang diberikan individu atas outcome (hasil) atau rewards yang
akan diaterima

2. Goal Theory

Teori ini mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua

cognitions yaitu values dan intentions (atau tujuan). Yang dimaksud dengan
values adalah apa yang dihargai seseorang sebagai upaya mendapatkan
kemakmuran / welfare. Orang telah menentukan goa atas perilakunya
dimasa depan dan goa tersebut akan mempengaruhi perilaku yang
sesungguhnya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur
oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai
tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang
individu komit dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi

tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya.
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Dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas
publik yang berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan
kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan
dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa
menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak
publik. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi,
pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam
sebuah rantai komando formal. Oleh karena itu, makna akuntabilitas
menjadi lebih luas dari sekedar sekedar proses forma dan saluran untuk
pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas harus merujuk
kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu
pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja,
responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik.
Konseps akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat
pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi
dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada
masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan banyak
stakeholders lain Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

a Akuntabilitas vertikal
b. Akuntabilitas horisontal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan

dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-

unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah
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kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada

masyarakat luas.

1. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administras
Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip — prinsip
sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instans yang
bersangkutan.

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber
daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang
diperoleh.

5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem
akuntabilitas kinerja instans pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan
komitmen yang kuat dari organisas yang mempunyai wewenang dan
bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas

kinerjainstansi pemerintah

39



2. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan,

instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap -

tahap sebagai berikut:

a. Penetapan perencanaan stratgjik.

b. Pengukuran kinerja.

c. Pelaporan kinerja.

d. Pemanfaatan

infformasi  kinerja bagi perbaikan kinerja secara

berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah dapat digambarkan sebagai

Pengukuran
Kinerja

berikut :
Gambar: 2.1
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

R Perencanaan

g Strategis

Pemanfaatan
Informasi Kinerja
A
Pelaporan
Kinerja

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada
gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan strategi (Renstra) yang
meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi
yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan stratgjik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja

Sumber : Pusdiklatwas BPK P, 2007

tahunan yang dibuat setiap tahun.
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Pada akhir suatu periode, capaian kinerjatersebut dilaporkan kepada pihak
yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat
dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara

berkesinambungan.

. Kerangka Pikir dan Hipotesis
1. kerangka Pikir
Kerangka pemikiran ini merupakan model konseptual mengenaiteori
yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dapat
mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Adapun masalah-masalah yang dianggap
penting dalam penelitian ini adalah partisipas anggaran, kejelasan anggaran
yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja
Sesuai dengan undang — undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004,
pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi
wewenag daerah dan didanai oleh dana publik yang tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang ditetapkanmerupakan
pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya
anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Maka dari itu,
anggaran harus berkualitas dan redlistis dan adanya pengendalian yang efektif
sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Partisipasi dalam penyusunan anggaran diperlukan dengan harapan mangemen

lapisan bawah dapat memberikan informasi yang sesuai untuk tercapainya

41



suatu tujuan, sehingga anggaran tidak hanya dibuat oleh manajemen atas yang
mungkin akan sulit diterapkan karena tidak sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki. Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran pada penelitian ini
digambarkan dalam gambar 2.2.

Gambar: 2.2 Kerangka pikir

Partisipasi Anggaran
(X2) \
Akuntabilitas Kinerja
/ (¥)
Kegelasan Anggaran
(X2)

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2017
2. Hipotesis
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat
dilakukan hipotesis sebagai berikut :
H1: Partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja.
H2: Keglelasan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja.
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BAB |11
METODE PENELITIAN
A.Lokas dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkup pemerintahan Kota Makassar.
Makassar adalah sebuah kota yang dibatasi oleh Kabupaten Pangkajene
Kepulauan disebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, Kabupaten
Gowa di sebelah selatan, dan Selat Makassar disebelah barat. Luas wilayah
Kota Parepare tercatat 175,77 km?, yang meliputi 15 kecamatan ( K ecamatan
Makassar, Panakkukang, Manggala, Tallo, Mamgang, Ujung Tanah,
Biringkanaya, Tamalanrea, Tamalate, Rappocini, Mariso, Ujung Pandang,
Bontoala, Wajo, Kepulauan Sangkarrang ) dan 153 kelurahan. Selain itu
lingkup pemerintahan Kota Makassar memiliki 48 Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SKPD). Penelitian ini dimulai pada tanggal 06 Juni sampai dengan 25

Juli 2017.

B. Metode Pengumpulan Data
Daam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi, yatu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek
penelitian, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar

2. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan
pihak-pihak yang terkait dengan partisipasi anggaran dan kejelasaan
anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

3. Dokumentasi, dengan mengumpulkan dan mempelgjari dokumen-dokumen

atau laporan-laporan yang telah diperoleh.
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C.Jenisdan Sumber Data
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
berupa jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang terdapat dalam
3 (tiga) instrumen penelitian, yaitu partisipasi anggaran dan kejelasan anggaran
yang diukur dengan tiga variabel, yaitu (partisipas anggaran, kejelasan
anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah). Jenis data dalam
penelitian ini berupa jenis data subyek yang diperoleh berupa opini, sikap,

pengalaman dan karakteristik dari responden yang menjadi subyek penelitian.

D. Populasi dan Sampel

Populas adalah wilayah generalisas yang terdiri atas obyek /subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh pendliti
untuk dipelgjari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiono (2007). Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )
dalam lingkup Pemerintahan Kota Makassar dengan jumlah SKPD sebanyak
35 yang terdiri atas 1 organisasi Sekretariat, 7 Organisasi berbentuk Badan, 26
Organisasi berbentuk Dinas. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35
responden, dari 35 responden hanya 1 responden dari setiap SKPD.

Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling karena
responden yang dipilih hanya berkaitan dengan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD). Sampel penelitian terdiri dari kepala dinas, sekretaris, salah

satu kepala bagian dari setiap SKPD, dan staf SKPD.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan ialah data primer, yang berupa perseps para
responden terhadap variabel-variabel yang digunakan. Modus komunikasi
untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan
kuisioner. Kuisioner yang diberikan berisi sgjumlah pertanyaan yang akan
dibagikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).  Setiap
kuesioner yang didistribuskan kepada para responden disertai surat

permohonan pengisian kuisioner.

F. Metode Analisis

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan
mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau
masal ah yang ingin dijawab.

Andlisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif
Statistik inferensial yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk
menentukan sgauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu
sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan pada

pemerintah kota makassar
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Adapun aat analisis yang digunakan adalah sebagal
Analisis Regres Linear Berganda
Y=a+blX1+b2X2+¢
Dalam hdl ini

a = Konstanta

Y = Akuntabilitas Kinerja
X1 = Partisipasi Anggaran
X2 = Kegjelasaan Anggaran
€ =Fror
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BAB IV
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kota M akassar

Kota Makassar sebagal salah satu daerah otonom dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan
untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki
untuk mewujudkan kesgj ahteraan masyarakatnya dan masyarakat umum.

Pemerintah Kota Makassar sebagal suatu organisasi telah menyusun
dan menetapkan kembali beberapa lembaga/ instansi otonom berdasarkan
peraturan daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Visi Pemerintah Kota M akassar
Visi dari Pemerintah Kota Makassar yang ingin diwujudkan tahun 2014
-2019 yaitu : “ Mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua, Tata Lorong

Bangun Kota Dunia“.

2. Misi Pemerintah Kota M akassar
Dalam rangka mewujudkan visi dari pemerintah kota Makassar, maka,
dijabarkan mis dari pemerintah kota Makassar yang ingin diwujudkan
dalam kurun waktu 2014 — 2019 yaitu :
a. Merekonstruksikan nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar

dunia.
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b. Merestoras tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia

c. Mereformas tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas

korupsi.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kota Makassar memiliki 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, dan kecamatan yang dapat dilihat

padatabel berikut ini:

Tabe 4.1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota M akassar

No Instansi / Unit Kerja

1 Sekretariat Daerah ( SEKDA)

2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

3 Inspektorat Daerah

4 Dinas Pendidikan

5 Dinas Kesehatan

6 Dinas Pekerjaan Umum

7 Dinas Penataan Ruang

8 Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman

9 Dinas Pemadam Kebakaran

10 | Dinas Sosia

11 | Dinas Ketenagakerjaan

12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13 | Dinas Ketahanan Pangan

14 | Dinas Lingkungan Hidup

15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17 | Dinas Perhubungan

18 | Dinas Komunikasi dan Informatika

19 | DinasKoperasi, UsahaKecil dan Menengah

20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21 | Dinas Pemudadan Olahraga

22 | Dinas Kebudayaan

23 | Dinas Perikanan dan Pertanian

24 | Dinas Pariwisata

25 | Dinas Perdagangan

26 | Dinas Perpustakaan

27 | DinasKearsipan
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Lanjutan Tabel 4.1

No. Instansi / Unit Kerja
28 | Dinas Pertanahan
29 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
30 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
32 | Badan Pendapatan Daerah
33 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah
34 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
35 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
37 | Kecamatan Makassar
38 | Kecamatan Panakkukang
39 | Kecamatan Manggala
40 | Kecamatan Tallo
41 | Kecamatan Mamajang
42 | Kecamatan Ujung Tanah
43 | Kecamatan Biringkanaya
44 | Kecamatan Tamaanrea
45 | Kecamatan Tamaate
46 | Kecamatan Rappocini
47 | Kecamatan Mariso
48 | Kecamatan Ujung Padang
49 | Kecamatan Bontoala
50 | Kecamatan Wgo
51 | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana
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4. Struktur Organisasi

DPRD

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar

Walikota

Inspektorat
Daerah

Wakil Walikota

Sekretariat
DPRD
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Keuangan
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Masyarakat
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1. Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan
Jasa

2. Bagian Perekonomian
dan Kerjasama

3. Bagian Kesejahteraan
Rakyat

4. Bagian Humas

1. Bagian Umum

2. Bagian Keuangan

3. Bagian Perlengkapan
4. Bagian Protokol

1. Bidang Pemerintah,

Hukum, dan Politik

2. Bidang Ekonomi,
Keuangan, dan
Pembangunan

3. Bidang
Kemasyarakatan
dan Sumber Daya
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Deskripsi Objek Penelitian
Populasi dalam penelitian ini mencakup selurun Pegawa Pemerintah Kota
Makassar (SKPD) Kota Makassar. Pembagian kuesioner tersebut dimulai pada
tanggal 06 juni 2017 dan diambil kembali pada tanggal 25 Juli 2017. Jumlah
kuesioner yang disebarkan sebanyak 35 kuesioner yang bersedia menjadi
responden. Berdasarkan data kuesioner yang telah dikumpulkan maka dapat dilihat
profil Responden Pegawai SKPD Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin,

umur, jabatan, pendidikan terakhir dan lama bekerja.

Tabel 5.1
Profil Responden SKPD Kota Makassar
Keterangan Jumlah Presentase
Jenis Kelamin:
Wanita 18 51,42%
Pria 17 48,57%
Umur:
21-30 9 25,71%
31-40 15 42,85%
40-50 8 22,85%
50-60 3 08,57%
Pendidikan:
S1 23 65,71%
S2 12 34,28%
Lama bekerja:
<10 9 25,71
>10 26 74,28

Sumber: Data diolah dari hasil Pendlitian, 2017

51



Berdasarkan pada tabel 5.1 mengenai gambaran umum profil responden
dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah
Wanita sebanyak 18 orang (51,42%) dan responden yang berjenis kelamin Pria
sebanyak 17 orang (48,57%). Ini berarti dalam penelitian ini bahwa pegawai
Wanita pada Pemerintah Kota Makassar (SKPD) Kota lebih dibutuhkan.
Proporsi responden terbesar bekisar pada kelompok umur 31-40 tahun yaitu
sebesar 15 orang (42,85%) karena pada usia tersebut merupakan usia kerja yang
produktif, sedangkan responden terkecil pada kisaran 50-60 tahun sebanyak 3
orang (08,57%).

Selain itu, dijelaskan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak
adalah pada tingkat S1 yaitu sebanyak 23 orang (65,71%). Responden yang
lama bekerja lebih dari 10 tahun merupakan responden yang terbesar yaitu
sebanyak 26 orang (74,28). Hal ini berarti bahwa kinerja Pegawal Pemerintah

KotaMakassar (SKPD) Kota Makassar sangat baik.

B. Deskrips Hasil Pembahasan
1. Uji Validitas dan Realibilitas
a. Uji Validitas
Uji vadiditas dilakukan dengan menggunakan Spearman correlation
dan perhitungan menggunakan SPSS 16.0 for windows. Syarat minimum
yang digunakan untuk dianggap memenuhi syarat adalah r hitung = I kitis

dimana r yiis = 0.3. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan
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tersebut mampu mengungkapkan apa sgja yang hendak diukurnya. Untuk
hasil perhitungan Spoearman correlation (output-nya) sebagaimanaterlampir.

Dalam penélitian ini, terdapat 27 item pernyataan, dimana seluruh item
pernyataan dikatakan valid karena telah memenuhi syarat r nitung = I kitis
dimana r kitis = 0.3. Rincian pengujian validitas dapat dilihat pada table
sebagal berikut :

Tabel 5.2
Uji validitas Partisipasi Anggar an
No. Butir Koofesien Nilai Batas K eterangan
Instrumen Korelas (r) Korelas (r)
1 0,789 0,3 Valid
2 0,789 0,3 Valid
3 0,857 0,3 Valid
4 0,833 0,3 Valid
5 0,733 0,3 Valid
6 0,933 0,3 Valid
7 0,879 0,3 Valid
8 0,774 0,3 Valid

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Tabel.5.3
Uji ValiditasKg elasan Anggaran (X2)
No. Butir Koofesien Nilai Batas K eterangan
Instrumen Korelasi (r) Korelas (r)
1 0,429 0,3 Valid
2 0,484 0,3 Valid
3 0,484 0,3 Valid
4 0,426 0,3 Valid
5 0,426 0,3 Valid
6 0,426 0,3 Valid
7 0,452 0,3 Valid
8 0,452 0,3 Valid
9 0,452 0,3 Valid

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows
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Tabel 5.4
Uji Validitas Akuntabilitas I nstansi Pemerintah (Y)

No. Butir K oofesien Nilai Batas K eterangan

Instrumen Korelas (r) Korelas (r)
1 0,682 0,3 valid
2 0,751 0,3 valid
3 0,588 0,3 valid
4 0,521 0,3 valid
5 0,752 0,3 valid
6 0,609 0,3 valid
7 0,631 0,3 valid
8 0,716 0,3 valid
9 0,576 0,3 valid
10 0,700 0,3 valid

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan table 5.2, 5.3 dan 5.4 tersebut menunjukkan tingkat validitas
dari instrument yang digunakan sangat bagus. Dengan demikian 27 item
instrument dapat melanjutkan pengujian berikutnya.

. Uji Redlibilitas

Pengujian redlibilitas (keandalan) dilakukan setelah pengujian validitas dan
hanya dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang vaid sga
Berdasarkan hasil pengujian validitas terdapat 27 pernyataan yang valid,
maka pernyataan tersebut dapat diuji reliabilitasnya. Uji redibilitas berfungsi
untuk menguji apakah item pertanyaan didalam kuesioner dapat dipercaya
atau dapat diandalkan. Untuk menginterprestasikan tinggi rendahnya
realibitas instrument, teknik pengujian reabilitas ini menggunakan teknik uji

statistik Cronbach Alpha, hasil perhitungan menunjukkan reliabel bila
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koefisien alphanya (a) lebih dari 0,60 artinya kuesioner dapat dipercaya dan
dapat digunakan untuk penelitian. Semakin besar nilai koefisien reabilitas,
semakin reliabel pula data tersebut. Tidak terdapat batasan yang disepakati
untuk itu, namun pada umumnya nilai koefisien realibilitas yang dapat
diterima adalah 0,60 keatas. Hasil dari pengujian reliabel data untuk variabel
independen dan dependen dalam penelitian ini yakni Partisipasi Anggaran,
Kegelasan Anggaran, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat disgjikan

dalam tabel berikut:

Tabel 5.5
Uji Reslibilitas
. Koofesien Nilai batas
Variabel Reliabilitas (@) | Alpha () | Reputusan
Partis p"’('Si A)“ggara” 0.933 0,60 Reliabel
X1 : '
qua&z?(g”ggar an 0.879 0,60 Reliabel
Akuntabilitas Kinerja :
s () 0.851 0,60 Reliabel

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan data pada tabel 5.6 tersebut diatas menunjukkan bahwa angka-
angka dari nilai alpha cronbach’s pada variabel independen dan dependen
dalam pendlitian ini, semuanya menunjukkan besaran diatas nilai 0,60. Hal
ini berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variabel independen dan

dependen adalah reliabel dan dapat dismpulkan bahwa instrument
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pernyataan koesioner menunjukkan kehandalan dalam mengukur variabel -

variabel dalam model penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regres variabel
terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.
Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal.

Caramendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram.

Gambar 5.1
Grafik Histogram
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Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat dismpulkan bahwa grafik

histogram memberikan pola distribus yang mendekati normal, hal ini
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dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti

garisdiagonal.

Metode yang handal adalah dengan melihat normal probability plot. Pada
grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 5.2
Nor mal Probability Plot

Mormal P-FP Plot of Regression Standardized Residual
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Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan Normal P-P Plot
menunjukkan bahwa titik-titik (dot) menyebar disekitar garis diagona dan
mengikuti arah diagonal walaupun beberapa titik-titik agak menjauh diigaris
diagonal, ini menunjukkan bahwa model tersebut telah memenuhi syarat

asums normalitas. Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa
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model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi
normalitas.

Pengujiaan Kedua yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov Test. Dasar
pengambilan keputusan yaitu jika nilai probilitas (Asym Sign) lebih besar

dari tingkat kekeliruan 5% (0.05).

Tabel. 5.6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual

N 35
Normal Parameters® Mean .0000000
Std. Deviation 2.99274386

Most Extreme Differences Absolute 141
Positive .073

Negative -.141

Kolmogorov-Smirnov Z .835
Asymp. Sig. (2-tailed) .488

a. Test distribution is Normal.

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa variabel independen dan
dependen memiliki data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dari nilai
propabilitas (asymp.sign) Kolmogorov-Smirnov Test yang diperoleh sebesar
0,488 nilai terebut Iebih besar dari 0,05. Dengan demikian pengujian regresi
untuk pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Anggaran Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilanjutkan.
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b. Uji Heteroskedastisitas

Menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan.
Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data cross
section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan
besar). Untuk mendetekss adanya Heteroskedastisitas, metode yang
digunakan adalah metode chart (diagram Scatterplot ). Jika:

1) Jika ada polatertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola
tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit),
maka terjadi Heteroskedastisitas.

2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0
pada sumbu Y, makatidak terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 5.3
Uji Heter oskedasititas

Scatterplot

Dependent Varlable: Y

Regression Standardized Residual
4 ¥ = Q - v

Regression Standardized Predicted Valus

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

59



Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dilihat bahwa data tersebar secara
acak dan tidak membentuk sutu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa
tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Dengan demikian pengujian regresi untuk pengaruh
Partisipass Anggaran dan Keelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas

KinerjaInstans Pemerintah dapat dilanjutkan.

3. Pengujian Hipotesis
a. Uji Pargial (test-t)

Untuk mengetahui pengaruh secara parsia maka dilakukan dengan

menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Rumusan hipotesis statistik sbb:

Ha3=0 : secaraparsid (individu) mepunyai pengaruh postif dan signfikan
dari Sistem Informas Perpgakan dan Pelayanan Pgjak terhadap
Efektivitas Penerimaan Pajak.

Ho:320 : secara parsia (individu) tidak mempunyal pengaruh positif dan
signifkan dari Sistem informas Perpajakan dan Pelayanan Pgjak
terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

Kriteria Pengujian:

Jika thitung < ttaves Maka Ho diterima dan H, ditol ak.
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thitung>ttane Maka Ha diterima dan Ho ditolak.
Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan
signifikans secara parsial adalah sebagai berikut:
Tabe 5.7

Uji Persial (test T)

Coefficients?®

Unstandardized | Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta T Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) | 30.815| 9.446 3.262 .003
X1 -.203 161 -.193 -1.265 215 985  1.015
X2 499 .168 453 2.961 .006 .985 1.015

a. Dependent Variable: Y

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows
Dari tabel 5.9, diatas dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan bahwa

variabel:

1) Partisipasi Anggaran (X1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instans
Pemerintah (Y). Pada tabel diatas yaitu pada nilai t dengan nilai df = n -
k-—1= 35-2-1= 32 maka tiag diperoleh yaitu. Pada tabel 5.9
Partisipasi Anggaran t= -1.265, nilal thiung>tane Yaitu -1.265 < 1,69389.
Maka Ha ditolak yang berarti Partisipas Anggaran tidak berpengaruh
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpengaruh

positive dikarenakan nilai signifikan 0,215 > 0,05.
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2) Kgelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Y). Uji t dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada nilai t dengan nilai df
=n-k-1= 35-2-1 =32 maka tig diperoleh yaitu 1,69389. Pada
tabel 5.9 Kegelasan Anggaran t= 2.961 nilai thiung>tiane Yaitu 2.961 >
1,69389. Maka Ha diterima yang berarti berpengaruh terhahadp
Akuntabilitas Kinerja Instansi dan berpengaruh secara positive dan
signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dikarenakan nilai signifikan 0,006 < 0,05.

b. Uji Simultan (Test-F)
Uji signifikansi simultan atau uji f bertujuan untuk melihat pengaruh
variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat.
Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila Fhitung< Frabe
maka Ho diterima dan H, ditolak. Sebaliknya Apabila Fritung< Fraoa Maka Ho
ditolak dan H, diterima. Hasil uji simultan:

Tabe 5.8
Hasil Uji Statistik F

ANOVA®
Mean
Model Sum of Squares Df Square F Sig.
1 Regression 109.078 2 54539 5.731 .007°
Residual 304.522| 32 9.516
Total 413.600| 34

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows
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Dari uji F, didapat Friwung Sebesar 5.731 dengan tingkat signifikansi 0,007.
Nilai probabilitas (0,007) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat
dipakai untuk memprediksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil
Fritung tersebut jika dibandingkan dengan Fae pada tingkat keyakinan 95%
(a = 0,05). Diketahui bahwa Fpiwng Yang dihasilkan sebesar 5.731, lebih
besar dari Fiape pada signifikansi a = 0,05. Ini berarti Ho ditolak dan H,
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran (X;), dan
Kegelasan Anggaran (X2) berpengarun secara simultan terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

. Uji Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Kofisien ini dicari untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh Partisipass Anggaran (X;), dan Kegelasan Anggaran (X2)
berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Nilai koefisien sebesar 1 menunjukkan bahwa variabel independen yang
digunakan 100% tepat (sempurna) dalam menjelaskan varias yang terjadi
pada variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh

nilai koefisien determinasi (R?) sebagai berikut:
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Tabel 5.9
Uji Determinasi

Model Summary”®

Adjusted R Std. Error of the Durbin-
Model R R Square Square Estimate Watson

1 5142 .264 .218 3.085 2.242
a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows
Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi di atas, nilai Adjusted R square
yang diperolen sebesar 0,218 yang menunjukkan bahwa tingkat
Akuntabilitas Kinerja Instansi dipengaruhi oleh variabel Partisipasi
Anggaran dan Kegelasan Anggaran. sebesar 21.8% dan sisanya 78,2%
(100% - 21,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam
penelitian ini. Dengan demikian 21.8% cukup bak digunakan dalam

penelitianini.

. Perhitungan Koefisien Regresi
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis

regresi linear berganda, adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Y=a+bXi+bX>+e

Untuk mendapatkan nilai dari persamaan regresi dapat dilihat pada tabel

berikut:
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Tabel 5.10
Pengujian AnalisisRegres Linear Berganda

Coefficients?®

Unstandardized | Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta T Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) | 30.815| 9.446 3.262 .003
X1 -.203 161 -.193 -1.265 215 985  1.015
X2 499 .168 .453 2.961 .006 .985 1.015

a. Dependent Variable: Y

Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows
Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh
antara variabel independen (Partisipasi Anggaran dan Keelasan Anggaran)
terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS

didapatkan persamaan sebagai berikut:

Y =30.815+-0.203+ 0,499 + e

Berdasarkan data diatas nilai konstanta sebesar 30.815 dimana apabila
Partisipas Anggaran dan Keelasan Anggaran mengalami penurunan atau
kenaikan maka akan tetap berada di nila 30.815. Dan Koefisien regres
Partisipasi Anggaran (X1) sebesar -0,203, Kegjelasan Anggaran (X;) sebesar
0,499 ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebesar 1% maka akan mengalami peningkatan, dengan

asumsi variable konstanta tetap dan variable lain tidak mempengaruhi.
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Dan apabila partisipasi Anggaran (X1) dan Kejelasan Anggaran (X2) baik maka
Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah Akan baik pula, dan sebaiknya
apabila partisipas Anggaran (X1) dan Kegelasan Anggaran (X2) buruk atau

kurang baik maka Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah Akan buruk pula

C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Partisipasi Anggran (X1)

Pada hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan
Partisipasi Anggaran (X;) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah
(Y) dapat dilihat pada nilai thiwung Sebesar -1.265 tidak berpengaruh secara
signifikan dikarenakan nilai signifikan yang dilihat dari signifikansi (0,215)
lebih besar dari taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar (0,05).

Pengaruh positif menunjukkan bahwa Partisipasi Anggran sgaan dengan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, jika Partisipasi Anggran baik maka
dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah,, demikian
sebaiknya jika Partisipass Anggaran atau maka Akuntabilitas Kinerja Instans

Pemerintah kurang baik pula

2. AkuntabilitasKinerja (X2)
Pada hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan Keelasan
Anggaran (X;) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dapat

dilihat pada nilai thwng Sebesar 2.961. Berpengaruh secara signifikan
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dikarenakan nilai signifikan yang dilihat dari signifikansi (0,006) lebih kecil
dari taraf signifikans yang disyaratkan sebesar (0,05).

Pengaruh positif menunjukkan bahwa Keelasan Anggaran (Xi;) sgalan
dengan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (Y), jika Keelasan
Anggaran baik maka dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Y) , demikian sebaliknya jika Kejelasan Anggaran kurang baik

atau maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kurang baik pula.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari beberapa SKPD Kota

Makassar melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan metode regresi

berganda, hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji statistik f dan regresi linear berganda pada SKPD menyatakan

bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan anggaran berpengaruh secara
simultan dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah.
. Hasil uji statistik t dan regresi linear berganda pada SKPD menyatakan
bahwa Partisipasi Anggaran pada SKPD Kota Makassar tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah
dikarenakan nilai signifikan 0,215 > 0,05 kecuali Kegelasan Anggaran
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dikarenakan nilai signifikan 0,006 < 0,05.

B. Saran

Pendlitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga ada beberapa saran

yang diberikan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih berkualitas dimasa

yang akan datang khususnya untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Pendlitian selanjutnya disarankan dapat memperoleh data melalui sumber

lain seperti wawancara dari beberapa responden sehingga dapat lebih
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menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menghindari pengisian
kuesioner yang tidak tepat.

. Bagi pendliti yang tertarik untuk mendliti judul yang sama, pendliti
menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan
variabel lain seperti komitmen organisasi, transparansi, akuntanbilitas
publik atau menjadikan variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi
maupun variabel intervening dalam penelitian yang akan dilakukan. Dan
Bagi peneliti atau calon peneliti yang lain agar menambah jumlah popul asi
dan sampel, misalnya memperluas penelitian tidak hanya di dinas
pemerintah kota namun juga penelitian di dinas pemerintah provins
maupun dinas pemerintah daerah pada daerah lain sehingga data yang
didapat lebih luas dan dapat membandingkan antara dinas satu dengan

dinas yang lain.
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Lampiran 1: Kuesioner Pendlitian

Makassar, Mei 2017

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Responden
Di tempat

Dengan Hormat, Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa
Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar, saya:

Nama : Nur Arif
Nim : 105730408513
Fak/Jur : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntans

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul
“Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kegelasan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota M akassar)”.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden
dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah
mengganggu waktu bekerjanya. Data yang diperolen hanya akan digunakan untuk
kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagal penelitian kinerja di tempat Bapak/Ibu
bekerja, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/lbu merupakan faktor kunci untuk
mengetahui  pengaruh partisipas  anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik
anggaran terhadap kinerjamangerial.

» Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dengan lengkap semua
pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor

» Yang tidak di is maka kuesioner dianggap tidak berlaku. Tidak ada jawaban yang
salah atau benar dalam pilihan anda, yang penting memilih jawaban yang sesuai
dengan pendapat anda. Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi
dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terimakasih.
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IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama:

2.Umur : Tahun

3. JenisKelamin': Laki-laki
Perempuan

4. Pendidikan Ditamatkan : SMA
Diploma 3
Strata 1l
Strata 2
Lainnya

5. LamaBekerja: Tahun/Bulan

6. Bagian/Departemen :

7. Jabatan/Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian:
a. lIsilah semuanomor dalam angket ini dan sebaiknya jangan ada yang terlewatkan.
b. Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (X atau V) pada pernyataan yang

dianggap sesuai dengan pendapat responden (satu jawaban dalam setigp nomor
pernyataan).

c. Pilhan jawaban:
1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Ragu-Ragu (RR)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)
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KUESIONER PARTISIPASI ANGGARAN ( X1)

No

Pertanyaan

STS

TS

RR

Daam menyusun anggaran, program, dan
kegiatan, semua pihak ikut dilibatkan.

2. | Saya diberikan banyak kesempatan untuk ikut
dalam penyusunan anggaran.

3. | Seberapa jauh Kketerlibatan saudara dalam
penyusunan anggaran pada organisasi anda?

4. | Seberapa logigmasuk akalnya aasan yang
saudara berikan untuk merevisi anggaran yang
dibuat?

5. | Seberapa sering saudara memberikan pendapat
atau opini tentang anggaran kepada atasan anda?

6. | Seberapa penting kontribus saudara terhadap
proses penyusunan anggaran?

7. | Sebergpa jauh pengaruh saudara terhadap
penetapan anggaran akhir pada organisasi anda?

8. | Seberapa sering saudara dimintai pendapat atau

opini saudara ketika anggaran disusun?
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KUESIONER KEJELASAN ANGGARAN ( X2)

No

Pertanyaan

STS

TS

RR

Saya memahami persis apa yang harus saya
lakukan dalam pekerjaan saya.

Saya mengerti tujuan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) yang didefinisikan secara jelas

dan komprehensif.

Saya menyadari bahwa tujuan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) merupakan hal yang penting
dan perlu diprioritaskan.

Saya memiliki sasaran yang jelas yang

membantu saya dalam melakukan pekerjaan.

Jika saya mempunyai lebih dari satu sasaran
untuk dicapai, saya mengetahui mana yang
paling penting dan yang kurang penting.

Tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
secara umum cukup jelas dan tidak

membingungkan.

Menurut saya, tujuan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) disesuaikan dengan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sasaran dalam pekerjaan saya cukup
menantang, tetapi layak ( tidak terlalu mudah

maupun sulit)

Dalam instans ini, tim bekerja sama untuk

mencapal sasaran.
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KUESIONER AKUNTABILITASKINERJA (Y)

No

Pertanyaan

STS

TS

RR

Adanya keterkaitan yang erat antara
pencapaian

kinerja dengan program dan kebijakan.

Keelasan sasaran anggaran suatu program
harus dimengerti oleh semua aparat dan

pemimpin

Visi dan misi program perlu ditetapkan sesual

rencana strategik organisasi.

Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap
kegiatan atau program.

Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan

atau program selesai dilaksanakan.

Membuat laporan kepada atasan setiap
kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.

Melakukan pengecekan terhadap jalannya

program.

Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan
ukuran atau indikato kinerja yang jelas untuk
menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan

atau program.

Kegiatan / program yang disusun telah
mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan
yang ada di masyarakat.

10.

LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam merencanakan program/kegiatan
selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan

waktu yang ditentukan.
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Lampiran 2 : Hasil Jawaban Responden

PARTISIPASI ANGGARAN (X1)

37

35

32

39

32

35

39

32

35

35

35

32

35

32

37

32
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KEJELASAN ANGGARAN (X2)

Total
42

42

42

37

42

41

39

35

36

42

38

42

36

37

42

37

41

39

42

36

36

36

36

39

39

39
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AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

Total

46

46

42

42

46

42

46

41

46

40

50
40

42

41

42

41

42

47

33

40

47

40

39

49

47

10

6

Item Pertanyaan

3 4|5

2

Responden

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

35
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LAMPIRAN 3: Uji Kualitas Data

1. Uji Realibilitas

AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

UJI REALIBILITAS DATA

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 35 100.0
Excluded® 0 .0l
Total 35 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

PARTISIPASI ANGGARAN (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
ltems

N of Items

.933

.933

8

KEJELASAN ANGGARAN (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items

N of Items

.879

.879

9

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items

N of ltems

.850

.851

10}
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2. Uji Validitas

UJI VALIDITASPARTISIPASI ANGGARAN (X1)

Correlations

82

VAR00001 | VARO00002 | VARO00003 | VAR00004 | VARO00005 | VARO00006 | VARO00007 | VAR00008 | VAR00009
VAR00001  Pearson Correlation 1 1.000” 7127 4547 366 6237 545" 545" 7897
Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .031 .000 .001 .001 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00002  Pearson Correlation 1.000” 1 7127 4547 366 6237 545" 545" 789”7
Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .031 .000 .001 .001 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00003  Pearson Correlation 7127 7127 1 675" 5917 776" 7127 480" 857"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00004  Pearson Correlation 4547 4547 675" 1 673" 862" 716" 6117 833"
Sig. (2-tailed) .006 .006 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00005  Pearson Correlation 366 366 5917 6737 1 7437 666" 425 7337
Sig. (2-tailed) .031 .031 .000 .000 .000 .000 011 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00006  Pearson Correlation 6237 6237 776" 862" 7437 1 830”7 715”7 939”7
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00007  Pearson Correlation 545" 545" 7127 716" 666~ 830" 1 770" 879”7
Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00008  Pearson Correlation 545" 545" 4807 6117 425 715" 770" 1 7747
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Sig. (2-tailed) .001 .001 .004 .000 011 .000 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00009  Pearson Correlation 789" 789" 857" 833" 7337 939" 879" 7747 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITASKEJELASAN ANGGARAN (X2)
Correlations

VAR00001 | VAR00002 | VAR00003 | VARO00004 [VAR00005 [VAR00006| VARO0007 |VARO0008| VAR00009 |VAR00010
VAR00001  Pearson Correlation 1 537" 537" 250 250 250 352 352 352 429]
Sig. (2-tailed) .001 .001 147 147 147 .038 .038 .038 .010]
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00002  Pearson Correlation 537" 1 1.000” 377 377 377 5517 5517 5517 4847
Sig. (2-tailed) .001 .000 .025 .025 .025 .001 .001 .001 .003
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00003  Pearson Correlation 537" 1.000” 1 377 377 377 5517 5517 5517 4847
Sig. (2-tailed) .001 .000 .025 .025 .025 .001 .001 .001 .003
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00004  Pearson Correlation 250 377 377 1 1.000” 1.000” 074 074 074 426
Sig. (2-tailed) 147 .025 .025 .000 .000 672 672 672 011
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00005  Pearson Correlation 250 377 377 1.000” 1 1.000” 074 074 074 426
Sig. (2-tailed) 147 .025 .025 .000 .000 672 672 672 011
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00006  Pearson Correlation 250 377 377 1.000” 1.000” 1 074 074 074 426




Sig. (2-tailed) 147 .025 .025 .000 .000 672 672 672 011
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00007  Pearson Correlation 352 5517 5517 074 074 074 1 1.000” 1.000” 4527
Sig. (2-tailed) .038 .001 .001 672 672 672 .000 .000 .006
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00008  Pearson Correlation 352 5517 5517 074 074 074 1.000” 1 1.000” 4527
Sig. (2-tailed) .038 .001 .001 672 672 672 .000 .000 .006
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00009  Pearson Correlation 352 5517 5517 074 074 074 1.000” 1.000” 1 4527
Sig. (2-tailed) .038 .001 .001 672 672 672 .000 .000 .006
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00010  Pearson Correlation 429 484" 484" 426 426" 426 4527 4527 4527 1
Sig. (2-tailed) .010 .003 .003 011 011 011 .006 .006 .006
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
UJI VALIDITASAKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)
Correlations
VAR00001 | VAR00002 | VAR00003 | VAR00004 | VARO0005 |VARO00006 | VAR0O0007 | VAR00008 |VARO00009 |VARO00010 |VAR00011
VAR00001 Pearson Correlation 1 396 374 .288 4537 295 355’ 5227 174 426 6827
Sig. (2-tailed) .019 .027 .093 .006 .085 .037 .001 .318 011 .000}|
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00002 Pearson Correlation 396" 1 436" 234 529" 344 517" 510" 4217 496" 7517
Sig. (2-tailed) .019 .009 176 .001 .043 .001 .002 012 .002 .000]
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VARO00003  Pearson Correlation 374 436" 1 450" 206 283 132 4817 .073 353 588"
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Sig. (2-tailed) .027 .009 .007 234 .100 451 .003 678 .037 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00004  Pearson Correlation .288 234 450" 1 293 .307 236 258 .089 275 5217
Sig. (2-tailed) .093 176 .007 .087 .073 173 134 612 .109 .001
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VARO00005 Pearson Correlation 453" 529”7 206 293 1 4407 530”7 363 5247 6047 7527
Sig. (2-tailed) .006 .001 234 .087 .008 .001 .032 .001 .000 .000]
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VARO00006 Pearson Correlation 295 344 283 .307 4407 1 459”7 264 448" 238 6097
Sig. (2-tailed) .085 .043 .100 .073 .008 .006 125 .007 168 .000]
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VARO00007  Pearson Correlation 355’ 517" 132 236 530" 4597 1 342" .302 .303 6317
Sig. (2-tailed) .037 .001 451 173 .001 .006 .044 .078 077 .000]
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VARO00008  Pearson Correlation 5227 510" 4817 258 363" 264 342" 1 464" 4447 716"
Sig. (2-tailed) .001 .002 .003 134 .032 125 .044 .005 .007 .000]
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VARO00009 Pearson Correlation 174 421 .073 .089 524" 448" .302 464" 1 4017 5767
Sig. (2-tailed) .318 012 678 612 .001 .007 .078 .005 .017 .000]
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VARO00010 Pearson Correlation 426 496" 353" 275 604" .238 .303 4447 4017 1 7007
Sig. (2-tailed) 011 .002 .037 109 .000 .168 077 .007 017 .000]
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
VAR00011  Pearson Correlation 6827 7517 588" 5217 7527 609" 6317 716" 576" 700" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 4 : Uji Asums Klask
1. Uji Normalitas

Histogram

Dependent Variable: ¥
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2. Uji Hterokedasitas

Scatterplot

Dependent Variable: ¥
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Lampiran 5: Uji Regres Linear Berganda

HASIL OUTPUT SPSS 16.0 FOR WINDOWS

Variables Entered/Removed”

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 X2, X12 .|Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary”

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .514% 264 218 3.085 2.242

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y
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ANOVAP

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 109.078 2 54.539 5.731 .007%
Residual 304.522 32 9.516
Total 413.600 34
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Coefficients®
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 30.815 9.446 3.262 .003
X1 -.203 .161 -.193 -1.265 .215 .985 1.015
X2 499 .168 .453 2.961 .006 .985 1.015
a. Dependent Variable: Y
Collinearity Diagnostics®
Dimensi Variance Proportions
Model on Eigenvalue | Condition Index | (Constant) X1 X2
1 1 2.990 1.000 .00 .00 .00
2 .008 19.412 .00 .54 .34
3 .002 38.489 1.00 .46 .66
a. Dependent Variable: Y
Residuals Statistics®
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 40.14 46.75 43.20 1.791 35
Residual -8.135 6.867 .000 2.993 35
Std. Predicted Value -1.709 1.982 .000 1.000 35
Std. Residual -2.637 2.226 .000 .970 35

a. Dependent Variable: Y
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